
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1160, 2014 KEMEN KP. Reklamasi. Wilayah Pesisir. Pulau-
Pulau Kecil. Perizinan. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 17/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan
Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang
Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
masih terdapat kekurangan dan belum dapat
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat
mengenai aturan perizinan reklamasi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang
Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5154);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang
Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5151);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 141);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 54/P Tahun 2014;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-
KP/2013 TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 900) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 6
berbunyi:

Pasal 6

Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin
Pelaksanaan Reklamasi pada:

a. wilayah lintas kabupaten/kota;

b. perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan
paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan

c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh
pemerintah provinsi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf b diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 25 (dua puluh lima)
hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(2) Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima
ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi,
kabupaten/kota;

b. kondisi ekosistem pesisir;

c. akses publik; dan

d. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

(4) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diterbitkan dengan mempertimbangkan:

a. kajian dampak lingkungan sesuai Amdal;

b. kondisi ekosistem pesisir;

c. akses publik;

d. penataan ruang kawasan reklamasi; dan

e. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
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(5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri
disertai dengan persyaratan:

a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber
material dari gubernur, bupati/walikota;

b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi
sumber material dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem
koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar
peta; dan

c. proposal perencanaan reklamasi.

(6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri
disertai dengan persyaratan:

a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber
material dari gubernur, bupati/walikota;

b. rencana induk;

c. studi kelayakan; dan

d. rancangan detail.

(7) Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara
lengkap.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
merupakan persyaratan bagi gubernur atau bupati/walikota
untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan
Reklamasi.

(9) Ketentuan tentang penyusunan proposal perencanaan reklamasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk memiliki
Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada
Menteri disertai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:


